
Jurnal “Tata Arta” UNS, Vol. 7, No. 1, hlm 88-102 
Nazila Qonieta Rahmawati Al Hilmi1, Muhtar2, dan Binti Muchsini3. Keefektifan Pelaksanaan Prinsip Good 

Governance Dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA/SMK Sederajat.  

April, 2021.  

 

KEEFEKTIFAN PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYUSUNAN 

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) SMA/SMK SEDERAJAT 

 

Nazila Qonieta Rahmawati Al Hilmi1, Muhtar2, dan Binti Muchsini3* 

*Pendidikan Akuntansi, FKIP, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36A, Surakarta 

E-mail: nazilaqonieta@gmail.com 

 

Abstract 

This research aims to know the effectiveness of the good governance principle on activity plan and 

school budgeting senior/vocational high school preparation in Pacitan. This research is based on the 

agency theory of Jensen and Meckling (1976) using a descriptive quantitative method. The Independent 

variable in this research is good governance principles and the dependent variable is activity plan and 

school budgeting. This research using questionnaires as a data collector. Respondents in this research are 

divided into two categories that are responsible directly to the activity plan and school budgeting includ-

ing the school committee, the school principal, and the school treasurer and the irresponsible are to di-

rectly on activity plan and school budgeting of them teachers and students with the whole sixty respond-

ents. The validity test data in this research uses reproducibility coefficient test and scalability coefficient 

test meanwhile, data reliability uses Cronbach’s Alpha coefficient test. This research uses techniques de-

scription statistics and the requirements analysis test. The conclusion of this research suggests that the 

performance of good governance principle on activity plan and school budgeting senior/vocational high 

school preparation in Pacitan is categorized as effective. It is proven with a percentage of the efficient 

percentage acquired at 92.58%. 

 

Keywords: agency theory, good governance, and activity plan, and school budgeting. 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan prinsip good governance dalam 
penyusunan RKAS SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pacitan. Penelitian ini berlandaskan teori keagenan 
dari Jensen & Meckling (1976) dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah good governance sedangkan variabel terikat adalah RKAS. Penelitian ini 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Responden dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 
kategori yaitu pihak yang bertanggungjawab secara langsung terhadap RKAS diantaranya komite sekolah, 
kepala sekolah dan bendahara sekolah dan pihak yang tidak bertanggungjawab secara langsung terhadap 
RKAS diantaranya guru dan wali murid dengan jumlah keseluruhan enam puluh responden. Uji validitas 
data dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien reprodusibilitas dan uji koefisien skalabilitas se-
dangkan uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan uji koefisien Cronbach’s Alpha. Penelitian 
ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan uji prasyarat analisis. Kesimpulan hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip good governance dalam penyusunan RKAS SMA/SMK sede-
rajat di Kabupaten Pacitan dikategorikan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan persentase keefektifan 
yang diperoleh mencapai rata-rata 92,58%.  

 
Kata Kunci: teori keagenan, good governance, dan RKAS.  
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PENDAHULUAN 

Pergantian tahun 2020 menumbuhkan hara-

pan baru bagi masyarakat untuk perbaikan Indo-

nesia pada dunia pendidikan. Akhir tahun 2019 

silam berhasil mencatat tumpukan harapan kepa-

da Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Nadiem Makarim, berupa pemberitahuan pro-

gram Merdeka Belajar dan rencana membuat 

Blueprint Pendidikan Indonesia. Menurut 

pemerhati dan praktisi pendidikan, Indra 

Charismiadji (Harususilo, 2020), terdapat tiga 

catatan penting yang perlu diperhatikan 

mengenai arah pembangunan pendidikan di In-

donesia. Tiga catatan tersebut diantaranya 

pengakuan kondisi pendidikan Indonesia, cetak 

biru pendidikan Indonesia dan tata kelola dan 

kualitas guru. 

Adanya tiga catatan pendidikan tersebut 

membuat pemerintah Indonesia senantiasa 

meningkatkan pendidikan dari berbagai sisi ter-

masuk sisi pembiayaan. Berdasarkan informasi 

yang dipaparkan oleh Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia (2020), anggaran pendidikan 

Indonesia untuk tahun 2020 mengalami pening-

katan sebesar 6,2% dari outlook tahun 2019 

sebesar 478,4 triliun rupiah menjadi 508,1 triliun 

rupiah atau sama dengan peningkatan sebesar 

29,7 triliun rupiah. Dengan meningkatnya ang-

garan yang tidak sedikit tentu saja memunculkan 

banyak pertanyaan bagi masyarakat mengenai 

penggunaan alokasi dana tersebut. Sebagian be-

sar alokasi anggaran pendidikan tahun 2020 di-

alokasikan untuk dana BOS (Bantuan 

Operasional Sekolah) yaitu 12,3% dari anggaran 

atau sebesar 64 triliun. 

Adanya APBN pendidikan yang diberikan 

kepada sekolah, membuat pemerintah memiliki 

hak untuk selalu mengontrol dan mengawasi 

semua kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Di 

sisi lain menurut Trisnawati (2018), sekolah 

memiliki model otonomi pendidikannya sendiri 

dalam penyelenggaraan pendidikan yang disebut 

dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 

Hal tersebut sejalan dengan agency theory yang 

mendeskripsikan mengenai adanya dua pelaku 

ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsi-

pal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Kon-

sep dasar teori keagenan dalam pemeritahan yai-

tu prinsipal diperankan oleh legistatif dan publik 

sedangkan agen diperankan oleh eksekutif 

(Sutaryo, Naviantia & Muhtar, 2020).  

Teori keagenan menggambarkan keterikatan 

prinsipal dan agen dalam bentuk kesepakatan 

yang memberikan wewenang kepada prinsipal 

untuk memerintah agen melakukan jasa atas na-

ma prinsipal dan membuat keputusan terbaik 

bagi prinsipal (Ardika & Wirakusuma, 2016). 

Dalam organisasi layanan pendidikan, 

pemerintah dan wali murid (sumber dana) yang 

berperan sebagai prinsipal juga memiliki kesepa-

katan dengan pengelola sekolah yang berperan 

sebagai agen. Adanya kesepakatan tersebut 

membuat tindakan agen terkadang lebih men-

gutamakan kepentingan pribadinya sehingga 

muncul konflik keagenan dan asimetri informasi. 

Asimetri informasi terjadi apabila pengelola 

sekolah tidak menyampaikan seluruh informasi 

yang dibutuhkan kepada pemerintah maupun 

wali murid. Asimetri informasi menjadi salah 

satu masalah yang sering muncul dalam pengel-
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olaan organisasi terutama dalam pengelolaan 

keuangan. Asimetri informasi dapat diminimal-

isir dengan memperbaiki perencanaan kegiatan 

maupun anggaran dalam pendidikan sesuai 

standar akuntansi yang ditetapkan oleh 

pemerintah (Raharjo, 2007).  

Perencanaan yang ada di sekolah atau mad-

rasah disebut dengan Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS). Menurut Ke-

mendikbud (Hutasuhut, 2017), perencanaan pen-

didikan yang paling baik untuk diterapkan ada-

lah perencanaan jangka pendek karena 

perencanaan jangka pendek sudah spesifik, 

relatif eksak dan dipastikan akan terrealisasi. 

Perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan 

yang disusun untuk satu sampai empat tahun ke 

depan. RKAS merupakan suatu dokumen yang 

harus dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah 

seperti yang tercantum dalam Permendiknas No-

mor 19 Tahun 2007. Salah satu cara meningkat-

kan mutu pendidikan nasional yaitu dengan 

adanya Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan 

RKAS yang disusun dengan baik dan benar 

sesuai dengan standar pembiayaan nasional 

(Abimuda, 2020). Dalam pencapaian mutu terse-

but, sekolah atau madrasah dituntut oleh 

pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan 

yang mengarah pada peningkatan mutu pendidi-

kan. Penyusunan RKAS dilaksanakan oleh Tim 

Penyusun Rencana Kerja Sekolah (TPRKS) 

yang dibentuk oleh kepala sekolah bersama 

komite sekolah dengan anggota minimal enam 

orang yang terdiri dari kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah dan perwakilan komite sekolah 

(Muhaimin, Suti’ah & Prabowo, 2012). Manurut 

Nugraha (2019), penyusunan RKAS harus dis-

esuaikan dengan lima indikator antara lain: 

1. Menggunakan strategi analisis SWOT yang 

dilakukan setiap tahun. 

2. Rencana dan program sekolah mengacu pada 

hasil analisis SWOT. 

3. RKAS berisi penjabaran dari Rencana Kerja 

Sekolah (RKS). 

4.Program yang direncanakan bersifat 

operasional. 

5. Tujuan RKAS setiap tahun saling berkaitan. 

Dalam penyusunan RKAS sangat dibutuhkan 

prinsip yang dijadikan sebagai acuan keberlang-

sungannya. Prinsip tersebut disebut dengan prin-

sip good governance. Menurut United Nations 

Development Program (UNDP), good govern-

ance adalah gabungan beberapa kegiatan ber-

nilai positif yang dilakukan oleh negara, swasta 

dan publik (Sabandar, Tawe & Musa, 2018). 

Istilah good governance telah dirintis sejak dim-

ulainya era reformasi di Indonesia dimana pada 

era tersebut telah terjadi perombakan sistem 

pemerintahan Indonesia dengan mengedepankan 

demokrasi yang bersih (BPKP, 2017). Good 

governance menjadi salah satu alat reformasi 

yang dianggap dapat mewujudkan demokrasi 

yang bersih dan bersifat mutlak. Penerapan good 

governance yang selama ini dibanggakan, fak-

tanya masih belum menunjukkan keberhasilan 

yang signifikan. Sampai saat ini masih banyak 

ditemukan kasus kecurangan dan kebocoran da-

lam penyusunan, pengelolaan, pelaksanaan hing-

ga pelaporan keuangan akibat kurang maksimal-

nya pelaksanaan prinsip good governance 

(Alfaruqi & Kristianti, 2019). Selain itu, ter-

jadinya kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepo-

tisme) diidentifikasi sebagai salah satu alasan 
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kurang berhasilnya penerapan good governance 

pada suatu lembaga (Ramadhan, 2016). 

Maka dari itu, perlu ditegaskan pelaksanaan 

prinsip good governance terhadap RKAS 

dengan menerapkan sembilan indikator good 

governance menurut UNDP (Mahardhika, 2018) 

antara lain participation, rule of law, transpar-

ency, responsiveness, consensus orientation, eq-

uity, efficiency and effectiveness, accountability 

dan strategic vision. 

Pentingnya penerapan prinsip good govern-

ance dalam penyusunan, pelaksanaan dan 

pelaporan RKAS adalah agar segala bentuk 

kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan oleh 

sekolah dapat menjadi sumber informasi yang 

dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan sesuai dengan sistem 

akuntansi pemerintah yang berlaku. Penerapan 

prinsip-prinsip good governance mengharuskan 

pihak sekolah untuk melampirkan dokumen pen-

dukung dalam laporan pertanggungjawaban 

(Darno & Sulistyowati, 2019). 

Pernyataan di atas telah menunjukkan betapa 

pentingnya penerapan prinsip good governance 

dalam penyusunan, pelaksanaan maupun 

pelaporan RKAS mengingat masalah utama 

yang sering terjadi adalah asimetri informasi an-

tara pengelola sekolah dengan pemerintah dan 

wali murid. Oleh karena itu, penelitian ini ber-

tujuan untuk mengetahui keefektifan pelaksa-

naan prinsip good governance dalam penyusu-

nan RKAS SMA/SMK sederajat di Kabupaten 

Pacitan. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif pendekatan 

deskriptif  dengan mengeksplorasi, mengidentifi-

kasi dan mendeskripsikan kejadian yang diteliti. 

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu 

variabel good governance dan variabel RKAS. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik observasi melalui kuesion-

er. Uji validitas instrumen dilakukan 

menggunakan uji koefisien reprodusibilitas 

dengan hasil 0,91 dan uji koefisien skalabilitas 

dengan hasil 0,81. Uji reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan uji koefisien Cronbach’s 

Alpha dengan hasil 0,88. Uji validitas dan relia-

bilitas dilakukan dengan bantuan software Mi-

crosoft Excel Program Analisis Skala Guttman-

SKALO Versi 3. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis data statistik 

deskriptif dengan bantuan software SPSS Ver-

sion 16.0. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui 

kuesioner yang dibagikan diisi secara langsung 

oleh responden, yaitu sebanyak 60 orang dari 12 

SMA/SMK sederajat yang mewakili Kabupaten 

Pacitan. Hasil analisis deskriptif yang diperoleh 

tersebut disajikan dalam tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif 

 
(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020) 
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Variabel Good Governance 

Hasil analisis deskriptif variabel good gov-

ernance secara ringkas terdapat dalam tabel 2 di 

bawah ini. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Good Governance 

 
(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020) 

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui 

bahwa distribusi data good governance dengan 

frekuensi tertinggi yaitu dengan skor jawaban 40 

dengan persentase 31,7%. Berdasarkan data di 

atas, dapat diketahui distribusi kecenderungan 

skor variabel good governance sebagai berikut. 

Tabel 3. Kecenderungan Skor Variabel Good 

Governance 

 
(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020) 

Hasil kategori kecenderungan skor variabel 

good governance di atas menunjukkan bahwa 

pelaksanaan prinsip good governance di SMA/

SMK sederajat Kabupaten Pacitan berada pada 

kategori tinggi yaitu sebesar 55%. Hal tersebut 

berarti bahwa SMA/SMK sederajat di Kabupat-

en Pacitan telah melaksanakan prinsip good gov-

ernance dengan sangat baik sesuai dengan sem-

bilan indikator. Analisis setiap indikator good 

governance dapat dilihat pada tabel 4 di bawah 

ini. 

Tabel 4. Persentase Ketercapaian Indikator 

Good Governance 

 
(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020) 

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui 

bahwa setiap indikator memiliki peran masing-

masing dalam upaya pelaksanaan prinsip good 

governance. Terdapat satu indikator yang paling 

dominan dalam pencapaian good governance 

yaitu responsiveness dengan persentase pen-

capaian sebesar 99,58%. Hasil tabel di atas, 

menunjukkan bahwa SMA/SMK sederajat di 

Kabupaten Pacitan telah mengupayakan pelaksa-

naan good governance dengan baik. 

Variabel RKAS 

Hasil analisis deskriptif variabel prinsip good 

governance secara ringkas terdapat dalam tabel 

5 di bawah ini. 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi RKAS 

 
(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020) 

Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat diketahui 

bahwa distribusi data RKAS dengan frekuensi 

tertinggi yaitu dengan skor jawaban 9 dan 10 

dengan persentase 26,7%. Berdasarkan data di 

atas, dapat diketahui distribusi kecenderungan 

skor variabel RKAS sebagai berikut. 
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Tabel 6. Kecenderungan Skor Variabel RKAS 

 
(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020) 

Kategori kecenderungan skor variabel RKAS 

di atas menunjukkan penyusunan RKAS di 

SMA/SMK sederajat Kabupaten Pacitan sesuai 

dengan indikator yaitu berada pada kategori se-

dang yaitu sebesar 53,3 %. Kategori sedang yang 

diperoleh di atas dapat diartikan bahwa dalam 

penyusunan RKAS SMA/SMK sederajat di Ka-

bupaten Pacitan masih ada beberapa indikator 

yang belum dilaksanakan secara maksimal. Ana-

lisis setiap indikator RKAS dapat dilihat pada 

tabel 7 di bawah ini. 

Tabel 7. Persentase Ketercapaian Indikator 

RKAS  

 
(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020) 

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat diketahui 

bahwa sekolah telah berupaya menyesuaikan 

penyusunan RKAS dengan lima indikator yang 

telah ditentukan. Terdapat satu indikator yang 

paling dominan dalam pencapaian indikator 

RKAS yaitu tujuan RKAS setiap tahun saling 

berkaitan dengan persentase pencapaian sebesar 

100%. Hasil ketercapaian indikator pada tabel di 

atas, menunjukkan bahwa SMA/SMK sederajat 

di Kabupaten Pacitan telah melakukan penyusu-

nan RKAS dengan baik. 

Pembahasan 

Pembahasan mengenai pelaksanaan prinsip 

good governance terhadap penyusunan RKAS 

SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pacitan 

secara rinci dipaparkan menurut sembilan indi-

kator di bawah ini. 

1. Participation 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner 

pada prinsip participation terhadap 12 

sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 92,50% 

dari keseluruhan responden. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden sudah terlibat 

dalam pengambilan keputusan anggaran dana 

sekolah secara konsensus. Pernyataan terse-

but diperoleh berdasarkan jawaban atas 

kuesioner yang diisi oleh responden dengan 

jawaban setuju dalam pernyataan SMA/SMK 

di Kabupaten Pacitan membentuk tim khusus 

yang terdiri dari komite, kepala sekolah dan 

bendahara sekolah yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS. Adapun pendapat dari 

responden tersebut sesuai dengan prinsip par-

ticipation. Apabila responden sudah terlibat 

dalam pengambilan keputusan terhadap 

RKAS, maka dapat disimpulkan bahwa re-

sponden memiliki pemahaman tentang proses 

penyelenggaraan negara atau organisasi dan 

telah memenuhi prinsip paticipation 

(BAPPENAS, 2007). Pelaksanaan prinsip 

participation memberikan hak kepada stake-

holders untuk turut berperan dalam penyusu-

nan RKAS di sekolah. 
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2. Rule of Law 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner 

pada prinsip rule of law terhadap dua belas 

sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 90,33% 

dari keseluruhan responden. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden menjamin 

adanya kepastian hukum di sekolah dan kead-

ilan dari penerapan hukum tanpa pandang 

bulu. Pernyataan tersebut diperoleh berdasar-

kan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh 

responden dengan jawaban setuju dalam 

pernyataan RKAS telah disusun sesuai 

dengan SOP dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku diikuti kebijakan dan 

prosedur pelaksanaan yang tegas dari sekolah 

sehingga stakeholders memiliki kesadaran 

yang tinggi untuk selalu mematuhi kebijakan 

dan prosedur sekolah sesuai dengan yang te-

lah ditetapkan sekolah. Adapun pendapat dari 

responden tersebut sesuai dengan prinsip rule 

of law. Apabila responden sudah menjamin 

adanya penegakan hukum yang adil tanpa 

pandang bulu, maka dapat disimpulkan bah-

wa responden telah memiliki kepatuhan dan 

kesadaran yang tinggi dalam mematuhi pera-

turan dan telah memenuhi prinsip rule of law 

(BAPPENAS, 2007). Pelaksanaan prinsip 

rule of law memberikan jaminan bahwa 

sekolah telah membuat peraturan tegas dan 

memberlakukan sanksi atas pelanggaran yang 

terjadi dalam upaya menegakkan hukum sep-

erti imbauan pemerintah. 

3. Transparency 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner 

pada prinsip transparency terhadap dua belas 

sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 95,83% 

dari keseluruhan responden. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden telah menja-

min ketersediaan informasi yang dibutuhkan 

oleh stakeholders. Penyataan tersebut di-

peroleh berdasarkan jawaban atas kuesioner 

yang diisi oleh responden dengan jawaban 

setuju dalam pernyataan SMA/SMK di Kabu-

paten Pacitan menjamin ketersediaan infor-

masi yang dibutuhkan stakeholders mengenai 

RKAS secara lengkap. Adapun pendapat dari 

responden tersebut sesuai dengan prinsip 

transparency. Apabila stakeholders telah 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan, 

maka dapat disimpulkan bahwa sekolah me-

nyediakan informasi yang memadai dan mu-

dah diakses oleh stakeholders di setiap waktu 

serta telah memenuhi prinsip transparency 

(BAPPENAS, 2007). Pelaksanaan prinsip 

transparency memberikan hak kepada stake-

holders untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan. Hal tersebut membuat stakehold-

ers selalu mendapatkan informasi secara 

berkala mengenai pengelolaan keuangan 

sekolah. 

4. Responsiveness 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner 

pada indikator responsiveness terhadap dua 

belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 

99,58% dari keseluruhan responden. Hal ter-

sebut menunjukkan bahwa responden telah 

menjamin pelayanan informasi dan pen-

gaduan kepada stakeholders sesegera mung-

kin untuk mengatasi berbagai masalah yang 

muncul. Pernyataan tersebut diperoleh ber-

dasarkan jawaban atas kuesioner yang diisi 

oleh responden dengan jawaban setuju dalam 
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pernyataan SMA/SMK di Kabupaten Pacitan 

memiliki sistem administrasi yang jelas dan 

menyediakan layanan informasi dan pen-

gaduan yang cepat, tanggap dan mudah di-

akses oleh stakeholders sepanjang waktu. 

Adapun pendapat dari responden tersebut 

sesuai dengan indikator responsiveness. Apa-

bila stakeholders telah mendapatkan pela-

yanan yang cepat dan tanggap dari sekolah, 

maka dapat disimpulkan bahwa sekolah 

memiliki standar dan prosedur yang jelas da-

lam menjamin pelayanan informasi dan pen-

gaduan yang dibutuhkan stakeholders serta 

telah memenuhi indikator responsiveness 

(BAPPENAS, 2007). Pelaksanaan indikator 

responsiveness membuat sekolah selalu ter-

buka dengan masukan, kritikan maupun pen-

gaduan yang disampaikan oleh wali murid 

dan menangani masalah secara cepat dan 

tanggap.  

5. Consensus Orientation 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner 

pada prinsip consensus orientation terhadap 

dua belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 

98,33% dari keseluruhan responden. Hal ter-

sebut menunjukkan bahwa responden telah 

mengutamakan kepentingan umum di atas 

kepentingan pribadi dalam mengambil kepu-

tusan. Pernyataan tersebut diperoleh berdasar-

kan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh 

responden dengan jawaban setuju dalam 

pernyataan pengambilan keputusan tentang 

RKAS dan kebijakannya di SMA/SMK sede-

rajat Kabupaten Pacitan melibatkan perwaki-

lan wali murid dan disesuaikan dengan 

kegiatan dan kebutuhan sekolah selama satu 

tahun ajaran. Adapun pendapat dari respond-

en tersebut sesuai dengan prinsip consensus 

orientation. Apabila responden mendapatkan 

hak untuk berpendapat dan berkumpul, maka 

disimpulkan bahwa sekolah telah mencapai 

kepentingan bersama dan memenuhi prinsip 

consensus orientation (BAPPENAS, 2007). 

Pelaksanaan prinsip consensus orientation 

menjamin sekolah untuk menyusun RKAS 

sesuai dengan kegiatan sekolah dan kebu-

tuhan siswa. Selain itu, sekolah juga mem-

berikan hak berkumpul, berbicara dan ber-

pendapat kepada stakeholders dengan menye-

lenggarakan rapat pleno komite rutin setiap 

awal tahun ajaran baru. 

6. Equity 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner 

pada prinsip equity terhadap dua belas 

sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 96,67% 

dari keseluruhan responden. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa sekolah telah menerap-

kan konsep keadilan dan kesamarataan 

dengan memberikan perlakuan dan fasilitas 

yang sama kepada stakeholders dan siswa. 

Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan 

jawaban atas kuesioner yang diisi oleh re-

sponden dengan jawaban setuju dalam pern-

yataan SMA/SMK di Kabupaten Pacitan 

memberikan perlakuan yang sama kepada 

siswa dan stakeholders dalam setiap kegiatan, 

memberlakukan iuran sekolah secara merata 

kepada semua wali murid dan memberikan 

hak beasiswa kepada siswa dengan kriteria 

tertentu. Adapun pendapat dari responden 

tersebut sesuai dengan prinsip equity. Apabila 

sekolah menyamaratakan posisi stakeholders 
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dan siswa, maka disimpulkan bahwa sekolah 

telah menerapkan konsep keadilan dan kesa-

marataan dalam kondisi tertentu serta telah 

memenuhi prinsip equity (BAPPENAS, 

2007). Pelaksanaan prinsip equity mengharus-

kan sekolah untuk memberikan perlakuan 

yang sama kepada semua stakeholders dan 

siswa dalam setiap kegiatan sekolah. Dalam 

pelaksanaan prinsip equity, sekolah juga ha-

rus memastikan bahwa informasi yang dimili-

ki mengenai siswa dan wali murid benar se-

hingga beasiswa yang diberikan tepat sasaran. 

7. Efficiency and Effectiveness 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner 

pada prinsip efficiency and effectiveness ter-

hadap dua belas sekolah, diperoleh rata-rata 

sebesar 98,75% dari keseluruhan responden. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah te-

lah mengelola sumber daya yang ada secara 

efisien dan efektif. Pernyataan tersebut di-

peroleh berdasarkan jawaban atas kuesioner 

yang diisi oleh responden dengan jawaban 

setuju dalam pernyataan SMA/SMK di Kabu-

paten Pacitan memiliki daftar prioritas kebu-

tuhan dan kegiatan berdasarkan nilai manfaat 

sehingga memudahkan sekolah dalam mereal-

isasikan dan melaksanakannya. Adapun pen-

dapat dari responden tersebut sesuai dengan 

prinsip efficiency and effectiveness. Apabila 

sekolah melakukan monitoring dan evaluasi 

secara berkala, maka dapat disimpulkan bah-

wa sekolah telah menggunakan sumber daya 

secara bijak, optimal dan tepat sasaran sesuai 

kegiatan dan kebutuhan serta telah memenuhi 

prinsip efficiency and effectiveness 

(BAPPENAS, 2007). Pelaksanaan prinsip 

efficiency and effectiveness membuat sekolah 

melakukan pengelolaan atas dana yang di-

peroleh dengan bijak sesuai dengan yang ter-

cantum dalam RKAS. 

8. Accountability 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner 

pada prinsip accountability terhadap dua 

belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 

99,17% dari keseluruhan responden. Hal ter-

sebut menunjukkan bahwa sekolah telah 

mempertanggung-jawabkan setiap kegiatan 

dan hasil akhir kegiatan sesuai dengan pera-

turan perundang-undangan yang berlaku. 

Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan 

jawaban atas kuesioner yang diisi oleh re-

sponden dengan jawaban setuju dalam pern-

yataan SMA/SMK di Kabupaten Pacitan 

secara berkala telah menyelenggarakan rapat 

pleno komite atau pertemuan semacamnya 

untuk menyampaikan laporan realisasi keu-

angan sekolah periode sebelumnya dan me-

maparkan RKAS untuk periode selanjutnya. 

Adapun pendapat dari responden tersebut 

sesuai dengan prinsip accountability. Apabila 

sekolah telah menyesuaikan peren-canaan 

dengan pelaksanaan disertai bukti pendukung 

dan memberikan sanksi atas kesalahan yang 

terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, 

maka dapat disimpulkan bahwa sekolah telah 

melakukan pertanggung-jawaban publik 

dengan menyampaikan kejelasan fungsi dan 

pelaksanaan setiap kegiatan serta telah me-

menuhi prinsip accountability (BAPPENAS, 

2007). Pelak-sanaan prinsip accountability 

mewajibkan sekolah melakukan pertanggung-

jawaban atas dana yang telah digunakan 
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dengan menyusun laporan realisasi dana yang 

kemudian disampaikan kepada pihak pemberi 

dana yaitu pemerintah dan wali murid. 

Laporan realisasi dana sekolah juga 

dilaporkan kepada pemerintah secara rutin 

setiap tahun. Selain itu, pemerintah juga 

melakukan pengawasan atas pengelolaan da-

na sekolah dengan dibantu komite sekolah. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

dua belas sekolah di Kabupaten Pacitan yang 

diteliti telah melaksanakan prinsip accounta-

bility dengan menerapkan empat indikator di 

dalamnya. 

9. Strategic Vision 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner 

pada prinsip strategic vision terhadap dua 

belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 

99,17% dari keseluruhan responden. Hal ter-

sebut menunjukkan bahwa sekolah telah 

memiliki visi dan misi yang luas serta jauh ke 

depan sejalan dengan kegiatan dan kebutuhan 

yang diperlukan. Pernyataan tersebut di-

peroleh berdasarkan jawaban atas kuesioner 

yang diisi oleh responden dengan jawaban 

setuju dalam pernyataan SMA/SMK di Kabu-

paten Pacitan telah menyusun RKAS untuk 

jangka panjang, menengah dan pendek yang 

disesuaikan dengan visi misi sekolah. Adapun 

pendapat dari responden tersebut sesuai 

dengan prinsip strategic vision. Apabila 

sekolah memiliki perencanaan kedepan ber-

dasarkan visi, misi dan strategi yang dis-

esuaikan dengan kondisi sekolah dengan 

dukungan stakeholders, maka dapat disimpul-

kan bahwa sekolah telah memiliki kejelasan 

terhadap setiap tujuan, kebijakan, peraturan 

dan pelaksanaan kegiatan sekolah serta telah 

memenuhi prinsip strategic vision 

(BAPPENAS, 2007). Pelaksanaan prinsip 

strategic vision membuat sekolah harus me-

nyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah (RKAS) dalam jangka pendek yang 

disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. 

Berdasarkan pembahasan mengenai pelaksa-

naan prinsip good governance dalam penyusu-

nan RKAS yang disesuaikan dengan sembilan 

indikator yang ditentukan, diperoleh persentase 

rata-rata ketercapaian sebesar 96,70%. Hal terse-

but telah menunjukkan bahwa hasil ketercapaian 

pelaksanaan good governance menunjukkan 

hasil yang baik. Pembahasan mengenai penyusu-

nan RKAS SMA/SMK sederajat di Kabupaten 

Pacitan secara rinci dipaparkan menurut lima 

indikator di bawah ini. 

1. Menggunakan strategi analisis SWOT yang 

dilakukan setiap tahun 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner 

pada indikator ini terhadap dua belas sekolah, 

diperoleh rata-rata sebesar 69,17% dari kese-

luruhan responden. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa sekolah telah melakukan analisis 

SWOT (strenght, weakness, opurtunity dan 

treat) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan 

kegiatan sekolah setiap tahunnya. Pernyataan 

tersebut diperoleh berdasarkan jawaban atas 

kuesioner yang diisi oleh responden dengan 

jawaban setuju dalam pernyataan sekolah 

terkait telah membuat daftar skala prioritas 

mengenai sarana prasarana yang dibutuhkan 

untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar 

mengajar siswa. Penerapan indikator ini 

membuat sekolah harus selalu melakukan 
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identifikasi kebutuhan dan kegiatan sekolah 

secara berkala. 

2. Rencana dan program sekolah mengacu pada 

hasil analisis SWOT 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner 

pada indikator ini terhadap dua belas sekolah, 

diperoleh rata-rata sebesar 72,50% dari kese-

luruhan responden. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa dalam penyusunan RKAS, sekolah 

telah menyesuaikan dengan analisis SWOT 

(strenght, weakness, opurtunity dan treat) 

yang sebelumnya dilakukan. Pernyataan ter-

sebut diperoleh berdasarkan jawaban atas 

kuesioner yang diisi oleh responden dengan 

jawaban setuju dalam pernyataan penyusunan 

RKAS di sekolah terkait telah disesuaikan 

dengan kegiatan dan kebutuhan sekolah sela-

ma satu tahun periode. Penerapan indikator 

ini membuat sekolah harus selalu memastikan 

bahwa anggaran yang telah disusun akan dire-

alisasikan sebagaimana yang tercantum dalam 

RKAS. 

3. RKAS berisi penjabaran dari Rencana Kerja 

Sekolah (RKS) 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner 

pada indikator ini terhadap dua belas sekolah, 

diperoleh rata-rata sebesar 85,00% dari kese-

luruhan responden. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa RKAS yang disusun sekolah berisi 

penjabaran dari RKS. Pernyataan tersebut 

diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner 

yang diisi oleh responden dengan jawaban 

setuju dalam pernyataan sekolah menyusun 

RKAS secara rinci setiap tahunnya dengan 

memaparkan sumber dana dan pembelanjaan 

dana. Penerapan indikator ini mengharuskan 

sekolah menyusun RKAS secara detail untuk 

disampaikan kepada stakeholders dengan 

tujuan transparansi. 

4.Program yang direncanakan bersifat 

operasional 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesion-

er pada indikator ini terhadap dua belas 

sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 99,17% 

dari keseluruhan responden. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa program-program yang 

diselenggarakan sekolah bersifat operasional 

yaitu sesuai dengan ketentuan dari 

pemerintah. Pernyataan tersebut diperoleh 

berdasarkan jawaban atas kuesioner yang dii-

si oleh responden dengan jawaban setuju da-

lam pernyataan RKAS yang disusun bersifat 

operasional dan bertujuan untuk meningkat-

kan sarana prasarana belajar. Penerapan indi-

kator ini mengharuskan sekolah untuk me-

nyusun RKAS sesuai dengan ketentuan dari 

pemerintah. 

5. Tujuan RKAS setiap tahun saling berkaitan 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner 

pada indikator ini terhadap dua belas sekolah, 

diperoleh rata-rata sebesar 100% dari kese-

luruhan responden. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa tujuan penyusunan hingga realisasi 

RKAS setiap tahunnya memiliki tujuan yang 

saling berkaitan. Pernyataan tersebut di-

peroleh berdasarkan jawaban atas kuesioner 

yang diisi oleh responden dengan jawaban 

setuju dalam pernyataan tujuan RKAS saling 

berkaitan setiap tahunnya disesuaikan dengan 

visi misi sekolah. Penerapan indikator ini 

membuat sekolah harus memastikan bahwa 

tujuan penyusunan RKAS bersifat continues. 
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Berdasarkan pembahasan mengenai penyusu-

nan RKAS sesuai dengan lima indikator yang 

ditentukan, diperoleh persentase rata-rata 

ketercapaian sebesar 85,17%. Hal tersebut telah 

menunjukkan hasil yang baik. Uraian pembaha-

san di atas telah menjelaskan mengenai pelaksa-

naan prinsip good governance terhadap 

penyusunan RKAS dan telah menunjukkan hasil 

yang baik dibuktikan dengan diperolehnya rata-

rata persentase hasil kuesioner dari keseluruhan 

indikator di dua belas sekolah yaitu sebesar 

92,58%. Hal tersebut sesuai dengan teori keage-

nan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling 

(1976) bahwa sekolah memiliki kewajiban untuk 

menyediakan informasi dan melaporkan setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh sekolah termasuk 

dalam kegiatan pengelolaan keuangan sekolah 

kepada pemerintah, wali murid dan stakeholders 

yang lain untuk meminimalisir tindakan opor-

tunis akibat asimetri informasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Trisnawati (2018) yang menun-

jukkan pengaruh signifikan atas penerapan 

akuntabilitas dan transparansi terhadap pengel-

olaan keuangan. Penelitian ini juga didukung 

hasil penelitian Rohman & Hanafi (2019) dan 

Kadir (2019) yang mengatakan bahwa penera-

pan prinsip good governance dapat meningkat-

kan manajeman dan pelayanan sekolah. Ber-

dasarkan hasil penelitian relevan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip good 

governance terhadap RKAS berpengaruh dalam 

meningkatkan manajemen, pelayanan dan 

pengelolaaan keuangan sekolah. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat 

disimpulkan secara keseluruhan pelaksanaan 

prinsip good governance dalam penyusunan 

RKAS SMA/SMK sederajat di Kabupaten Paci-

tan dikategorikan efektif. Persentase keefektifan 

yang diperoleh mencapai rata-rata 92,58%. 

Artinya pelaksanaan prinsip good governance 

dalam penyusunan RKAS sudah sesuai dengan 

14 indikator dari masing-masing variabel yang 

ditentukan. Sedangkan persentase ketidakefek-

tifan dari pelaksanaan prinsip good governance 

dalam penyusunan RKAS secara keseluruhan 

mencapai rata-rata 7,42%. 

Terdapat dua ndikator yang dikategorikan 

tidak efektif dalam pelaksanaannya berdasarkan 

hasil data penelitian yang diperoleh. Indikator 

tersebut adalah indikator menggunakan strategi 

analisis SWOT yang dilakukan setiap tahun dan 

indikator rencana dan program sekolah mengacu 

pada hasil analisis SWOT pada variabel RKAS 

dengan masing-masing persentase ketidak-

efektifan sebesar 30,83% dan 27,50%. 

Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan proses penelitian ini, terdapat 

keterbatasan yang dialami peneliti dan diharap-

kan akan lebih diperhatikan oleh peneliti-peneliti 

yang akan datang. Keterbatasan tersebut antara 

lain: 

1. Indikator transparansi yang dilaksanakan oleh 

sekolah memiliki keterbatasan yaitu sekolah 

hanya menjamin ketersediaan informasi un-

tuk stakeholders dan tidak diperkenankan un-

tuk umum. 

2. Peneliti tidak diperlihatkan dokumen RKAS, 

laporan realisasi dana maupun petunjuk 
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Berdasarkan pembahasan mengenai penyusu-

nan RKAS sesuai dengan lima indikator yang 

ditentukan, diperoleh persentase rata-rata 

ketercapaian sebesar 85,17%. Hal tersebut telah 

menunjukkan hasil yang baik. Uraian pembaha-

san di atas telah menjelaskan mengenai pelaksa-

naan prinsip good governance terhadap 

penyusunan RKAS dan telah menunjukkan hasil 

yang baik dibuktikan dengan diperolehnya rata-

rata persentase hasil kuesioner dari keseluruhan 

indikator di dua belas sekolah yaitu sebesar 

92,58%. Hal tersebut sesuai dengan teori keage-

nan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling 

(1976) bahwa sekolah memiliki kewajiban untuk 

menyediakan informasi dan melaporkan setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh sekolah termasuk 

dalam kegiatan pengelolaan keuangan sekolah 

kepada pemerintah, wali murid dan stakeholders 

yang lain untuk meminimalisir tindakan opor-

tunis akibat asimetri informasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Trisnawati (2018) yang menun-

jukkan pengaruh signifikan atas penerapan 

akuntabilitas dan transparansi terhadap pengel-

olaan keuangan. Penelitian ini juga didukung 

hasil penelitian Rohman & Hanafi (2019) dan 

Kadir (2019) yang mengatakan bahwa penera-

pan prinsip good governance dapat meningkat-

kan manajeman dan pelayanan sekolah. Ber-

dasarkan hasil penelitian relevan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip good 

governance terhadap RKAS berpengaruh dalam 

meningkatkan manajemen, pelayanan dan 

pengelolaaan keuangan sekolah. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat 

disimpulkan secara keseluruhan pelaksanaan 

prinsip good governance dalam penyusunan 

RKAS SMA/SMK sederajat di Kabupaten Paci-

tan dikategorikan efektif. Persentase keefektifan 

yang diperoleh mencapai rata-rata 92,58%. 

Artinya pelaksanaan prinsip good governance 

dalam penyusunan RKAS sudah sesuai dengan 

14 indikator dari masing-masing variabel yang 

ditentukan. Sedangkan persentase ketidakefek-

tifan dari pelaksanaan prinsip good governance 

dalam penyusunan RKAS secara keseluruhan 

mencapai rata-rata 7,42%. 

Terdapat dua ndikator yang dikategorikan 

tidak efektif dalam pelaksanaannya berdasarkan 

hasil data penelitian yang diperoleh. Indikator 

tersebut adalah indikator menggunakan strategi 

analisis SWOT yang dilakukan setiap tahun dan 

indikator rencana dan program sekolah mengacu 

pada hasil analisis SWOT pada variabel RKAS 

dengan masing-masing persentase ketidak-

efektifan sebesar 30,83% dan 27,50%. 

Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan proses penelitian ini, terdapat 

keterbatasan yang dialami peneliti dan diharap-

kan akan lebih diperhatikan oleh peneliti-peneliti 

yang akan datang. Keterbatasan tersebut antara 

lain: 

1. Indikator transparansi yang dilaksanakan oleh 

sekolah memiliki keterbatasan yaitu sekolah 

hanya menjamin ketersediaan informasi un-

tuk stakeholders dan tidak diperkenankan un-

tuk umum. 

2. Peneliti tidak diperlihatkan dokumen RKAS, 

laporan realisasi dana maupun petunjuk 
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teknisnya oleh sekolah untuk melengkapi dan 

mendukung data hasil kuesioner yang 

disajikan dalam penelitian ini. 

Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan 

di atas, maka saran  yang diberikan sebagai beri-

kut. 

Bagi Komite Sekolah 

Komite sekolah diharapkan selalu mendampingi 

dan mengawasi sekolah dalam setiap kegiatan 

terutama pengelolaan keuangan sekolah se-

hingga pelaksanaan prinsip good governance 

terhadap RKAS akan semakin meningkat dan 

terjamin. 

Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah diharapkan lebih tegas dalam 

memberlakukan peringatan maupun sanksi 

kepada siswa yang terlambat membayar sum-

bangan sebagai salah satu bentuk dari imple-

mentasi indikator rule of law, sehingga siswa 

akan lebih tertib membayar iuran sekolah te-

pat waktu. 

Bagi Wali Murid 

Wali murid diharapkan lebih mencermati setiap 

komponen RKAS yang telah disampaikan 

oleh sekolah dan lebih kritis dalam menyam-

paikan pendapat pada rapat pleno komite un-

tuk memaksimalkan pengimplementasian in-

dikator transparency. 

Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih 

memperluas kriteria pengukuran kuesioner 

dalam pengumpulan data sehingga diperoleh 

jawaban yang lebih variatif dan spesifik. 
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